RADAR SULBAR

SENIN, 7 Oktober 2024

MAMUJU, RADARSULBAR--PT.
Polemaju Mineral Mandiri didu-
ga telah melakukan pencatutan
lahan tanpa kesepakatan dengan
warga. Warga mendesak, I1zin Us-
aha Pertambangan (TUP) Perusa-
haan tersebut dicabut.

Atas tuntutan tersebut, Dinas
Energi dan Sumberdaya Miner-
al (ESDM) Sulbar, meninjau lo-
kasi Wilayah Izin Usaha Pertam-
bangan (WIUP) PT. Polemaju

Mineral Mandiri, di Desa Kabu-

loang, Kecamatan Kalukku, Ka-
mis 3 Oktober.

Pendamping hukum warga,
Imanuddin, menilai pemetaan
lokasi WIUP oleh Dinas ESDM
Sulbar, belum maksimal, Pihak
ESDM Sulbar bahkan meminta
bantuan warga setempat untuk

| n;engambilbata&bamstiﬂkkonp
_ dinat WIUP tersebut,

Penataan WIUP
Belum Maksimal

Imanuddin menilai pihak pe-
rusahan tidak serius menyele-

- saikan persoalan dengan warga,

lantaran hanya diwakili oleh ma-
syarakatsetempatyangbukan ba-
gian dari pengambil keputusan.
“Sangatdisayangkanpihakpe-
rusahaantidakmenghadirkan di-
= rektur, komisarisimaupun konsul-
tan. Itu merugikan klien kami,’
katalmanuddin, saatdikontirma-
si, Minggu 6 Oktober.
Imanunddinmenegaskan, jika
pihak ESDM Sulbat tidak segera
memenuhi tuntutan warga, pi-
halknya bakal menempuh upa-
ya hukum, “Langkah awal kami
mendesak Dinas ESDM turun
melakukan pemetaan kemba-
li’ katanya. Kepala Bidang (Ka-
bid) Minerba Dinas ESDM Sul-
bar, Ilham mengatakan, kehad-
irannya di Desa Kabuloang un-
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DESAK. Warga mendesak Dinas ESDM Sulbar, mencabut IUP PT Polemaju Mineral Mandiri yang bakal beroperasi
di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, di Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku, Kamis 3 Oktober 2024.

tuk menanggapi tuntutan warga
terkait dugaan klaim sepihak PT,
Polemaju Mineral Mandiri.
Namun Ilham mengaku tidak
tahusolusiatas perselisihanlahan
tersebut. Dia berdalih, pihaknya
hanyamenetapkanwilayahsesuai
dokumen lahan terkait. “Solusin-
ya;,bergantung kesepakatan ma-
syarakat dan perusahaan” sebut-
nya. Untukdiketahui, peninjauan
yang dilakukan Dinas ESDM Sul-
bar, Kamis 3 Oktober, merupakan
tindak lanjut hasil musyawarah
antarawarga DesaKabuloangber-
samapendmupinghukumdaan
hak Perusahaan dan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait
seperti Dinas Penanaman Mndai
dan Pelayanan Terpadu Saty Pip-
tu (DPMPTSP) Sulbar dan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersj.
han (DLHK) Sulbar. (irf/jsm) |



